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WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KUPANG
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PERATURAN DAERAH

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG

NOMOR :34 TAHUN 1937
TENTANIHG
USAHA SALON KECANTIEAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WAL IEKOTAMADYA KEFALA DAERAH TINGEAT II KUPANG

I a.

b.

bahwa usaha salon kecantikan merupakan salah satu
usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk
kecantikan.

bahwa berbubung dengan itu maka dianggap perlu
menetapkan Feraturan Daerah Fotamadya Daerah
Tingkat II Kupang tentang Usaha Salon Kecantikan.
Undang—undang Nomor S Tahun 1974 tentang

Pokok-pokaok Femerintahan di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesi Tahun 1974 Nomor 38
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

© Nemor 303703

Undang~undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Fembentukan Daerah-daerah Tirmgkat I Bali, Nusa
Barat, Nusa Tenggara Timur C¢(Lembaran -Negara

" . Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan

()
.

Lembaran Negara Fepublik Indonesia Nomor 1649);
Undang—undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang
FPembentukan FKotamadya Daerah Tingkat II Kupang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nemor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomr 363373

Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1957 tentang
FPeraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 13957 Noemor 37, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomaor 1288);
Undang-undang Nomoy 4  Tahun 1982 tentang
Ketentuan—-ketentuan Pokok Pengelalaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Fepublik Indonesia Nomor 1288);
Undang~undang Nizmonyr 9  Tahun 1930 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 342733

Undang—undang Nomor 8 Tashun 1981 tentang Hukum
Acara Fidana - (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Namor 3209);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 19739 tentang
Fenyerahan Sebagian Urusan Femerintah dalam
bidang Kepariwisataan kepada Daerah Tingkat I
(lLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979
Nomaor 34, Tambahan lembaran negara republik
Indonesia: Nomor 31440

Feraturan Femerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Felaksanaan Undang—undang Noemoy 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Fidana (Lembaran Negara
Fepublik Indonesia Tahun 1983 Nomar 36, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32?%;

[



O

2

10. Feputuzan Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam
Negeri Nomor KM 292/HK.2Z05/Fhb-73 dan Nomor 208
Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1379);

11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun
196% tentang Penertiban Pungutan Daerah);

1Z. Peraturan Daerah Fropinsi Daerah Tingkat 1 Nusa
Tenggara Timur Nomoy 3 Tahun 1997 tentang
Fenyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi
Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur di bidang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peker jaan Umum,
Pariwisata, Fartambangan, Tenaga FKerja dan
Kehutanan kepada Pemerintah Kotamadya Daerah
Tingkat II Kupang, HKabupaten Daerah Tingkat II
Manggarai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sumba
Timur .

Dengan Fersetujuan Dewan FPerwakilan Rakyat Kotamadya
DRDaerah Tingkat I1 Kupang.

MEMUTUS K AN

Menstapkan : PERATURAN DAERAH EOTAMADYA DAERAGM TINGKAT 11 KUPANG
' TENTAME USAHA SALON EECANTIEAM .
B AB I
KETENTUAN UMUM
Fasal 1

Dalam Feraturan Daerah ini yang dimaksud dengan @

a. Daerah adalah Eotamadya Daerah Tingkat II1 Kupang.

b. Pemerintah Daerah adalah Femerintah Daerah
Eotamadya Tingkat 11 Kupang.

. Walikotamadya Kepala Dasrah adalah Walikotamadya
Fepala Daerah Tingkat I Hupang.

d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Fariwisata
Koxtamadya Daerah Tingkat II kEupang .

&. Dinas Pariwisata adalah Dinas Fariwisata Eotamadya
Daevah Tingkat II Kupang.

f. Usaha salon Fecantikan adalah Usaha Jasa yang
menyelenggarakan Merias Wajah, Cukur Rambut dan
atau disertail Pelayanan Fasilitas cuci rambut, cat
vambut, cueed muka/masker, pijat kepala yang
memenuhi perasyaratan lain yang tercantum dalam
Peraturan Daerah ini.

BEARB II
FERIJINAN PENGUSAHAAN.
Fasal 2

Penyelengaraan Usaha Salon Kecantikan sebagai dimaksud dalam
pasal 1 diatas barus memperoleh Izin Fenyelenggaraan Usahanya
dari Walikotamadya Kepala Daerah, atau pejabat yang ditunjuk.
Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku
untuk  jangka waktu 3 (tigar tahun dan wajib mendaftar ulang
setiap tahun.

B AR III
FETENTUAN RETRIRBRUSI
~ Fasal 3
Untuk memperaleh ijin Usaha 8Salon Kecantikan diwajibkan membayar
Fetribusi.
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Besarnya el setbagaimana dimaksud  ayat 1) Fasal ini
sebesar Fp. G CTiga Ratus il Mupiahd.

Besarnya Retribusi setiap Tahunnya untuk pendaftaran uwlang
zebagaimana yang dimaksud ayvat (F3 pasal 2 Peraturan Daerah ini
sebesar Rp. 50,000, (Lima Fueluh Ry Rupiah).

B AR 1Y
TATA CARA FUMEUTAN DAN PEMYE TORAN

Fasasl « ’
FPungutan FRetribusi  sebagsimans dimekoad peada pasal 5 Peraturan
Daerah ini gillabkubzn  densgan menggunakan  bubkti pungutan berupa
Tanda Pungutan Hebtvibost LTEPRS vang divalidasi oleh  Dinas
Fendapatan Daerah Fotamadyva Dasvab Tingkat I1 RKupang.
Fungutan Retribusi dimab pads pasal 3 terasebut diatas
dilakukan oleb Dinas Paviwisat
Hasil Pungutan RPetribusit pada ayvat (1) pazmal 1m disator ke Kas
Daerah.
Kepada fAparat FPemungut  dibervikan  dinsentif sebesar 5% (Lima
Fersen) dari hasil ponguban,

Boaoe W
LaRAMEAN-  LARARNGEAM .

. Pasal §
Dilarang menyediakan pelayanen fastlitas pilfat diluar pijat
kepada atauw pelayvanan fasilitasz laln vang bertentangan  dengan
yang telah ditetaplan pads Bab T Paszal 1 oavat (dog
Untulk menjaga btata tertib dalsam Usaha salan becantikan dilarvang o
a. Menempatihan kBurei-bursi unduk menvelenggarakan merias wajah,

cukur/gunting rambout dan  fasilitas lain  daltam kamar/ruangan

tertutup dan harus dalam ruangan terbubka.
b. Menyediakan mirwman keras  ataw minuman  yang sejenisnya dan
dipergunakan aeenvediakan minuwan ringan  dan  minuman

kecil.
c. Membari kesempatan untuk melakuban perbuatan—perbuatan yang
melangaay keswsllaan.

oA R Vil
Sak21I -~ SAKST
Pagal &

Felanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daevah ini dikenakan
sanksi sesuail  dengan hketentuan vang berlakae dan dapat disertai
pencabutan ijin usahanya.

B AR MII
FENGAWASAN il PEMB INAAM.

*

Fagal 7

Fengawasan dan pembinaan usata penyelenggaraan Uaaha Salon
Kecantikan dilakukan oleh Dinaz Pariwisata Kotamadya Daevah Tingkat
11 Fupang.
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B8 NVIISs
HETEMTUAN F1DANA

Famal 2
Baranasiapa vang melangaar ketentuan-ketentuan sebagaimana
dimaksud pada pasal 3 Fervakuran Daevab  inld diancam  kurungan
selama-lamanva & (Enam? bulan atau denda sebanyak—-banvaknya Rp.
B0 L0000, ~ Clima Pulub Ribu Raparahdg
Tindak Fidana sebagaimana dimalksud pada avat (1) Pasal ini adalah
pelanggaran.
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B AR IZ
KETENTUAN PENYIDIKAN.
FPasal 9
(1) Selain oleh Pejabat Penyidilk POLRI penyidikan atas tindak Fidana
sebagaimana dimaksud pada pasal 5 Peraturan Daerah ini dapat
dilakukan pula oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
dilingkungan Pemervintah Kotamadya Daerah Tingkat I1  Kupang yang
pengangkatannya ditetapkan sesual dengan Peraturan
FPerundang—undangan yang berlalu; J
(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri
Sipil tersebut pada ayat (1) pasal ini besrwenang :
2. Menerima Laporan atau pengaduan dari searang tentang adanya
tindak pidanaj
b. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian
2. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda
pengenal diri tersangka ;
d. Melakukan FPenyitaan benda atau surat j
e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang:
f. Mengambil secrang wuntuk didengar dan diperiksa sebagal
tersangka atau saksiy
g. Mendatangkan s=secrana ahli yang diperlukan dalam bubungan
dengan pemeriksaan perkarag
h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari
penyidik FOLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa
C) tergsebut bubkan merupakan tindak pidana selanjutnya penyidik
FOLREI memberitahukan hal tersebut kepada pepuntut umum,
tersangka atau keluarganyas
i. Mengadakan = tindakan lain menurut hukum yang dapat
dipertanggunag jawabkan.

EARX
KETEMTUAN LAIN - LAIN
Famal 10
Hal~hal yamg belum distur dalam Feraturan Daerah ini akan ditetapkan
dengan FKeputusan Walikotamadva Kepala Daerah sepanjang mengenai
pelaksanaannyea.

B AR XI
KETENTUAN PENUTUF
Fasal 11
Peraturan Dagvah ini malal berlaku pada tarnggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
C:Fraturan Daerah ini dengan penempatannya delam Lembaran Daerah.

e /
Disyahkan oleh Gulernur Fkepala Daerah T1n
NomoYy « v TANQAARL .. u v vy

usa Tenggara Timur

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Fotamadyva Daerah Tingkat II Kupang
Nomer o ov.Tang@al cevcesvs SB@ri oo suaws

SEFRETARIS WILAYAH/DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGEAT II KUFANG

DEG, W. F. PEANDA,




